
PERJAT{.IIAN KERJA SAMA

Antara

PT. POS lt{DOI{ESIA (Persero}

XANTOR POS XARANGAI{YAR 57700

Dengan

OINAS KEPEI{DUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL IGB. KARANGANYAR

Tentang

PENYAMPAIAN DOI(UMEN KEPENDUDUKAN MELALUI KANTOR POS

Nomor

Nomor

474lRatket/Penjualan/6/0420

470nV 12020

Pada hari inisenin tarSgaltiga belas bulan apriltahun dua ribu dua puluh, bertempat

di Dinas Xependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, Jalan Xapten Mulyadi

Cangakan Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Sigit Sutendi yang dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Pos (aranganyar dan

karenanya berwenang mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan

atas nama PT POS INDONESIA (PERSERO) perusahaan perseroan yang

berkedudukan dl Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, yanS tercantum dalam Akta

Notaris Sutiipto, S.H. Nomor: 117 tanSSal 20 Juni 1995 yang telah b€berapa kali

diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 101tan8gal 31 Mei 2017 yanS dibuat

dan disampaikan oleh Aryanti Anisa.i, S.H, M.Kn., Notaris di Jakana, untuk

selanjutnya dalam Petianiian Keriasama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

ll. Dra. Any lndri Hastuti, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pehcatatan

Sipil Kab. Karanganyar, bertempat tinggal di Kab. Karanganyar, dalam hal ini

bertindak dalam iabatannya tersebut mewakili Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab. KaranSanyar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Karanganyar Nomor : ................... bertindak untuk dan atas

nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. (aranganyar, berkedudukan

di Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai

PIHAK KEDUA.

Selaniutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA

PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu

mempertimbangkan hal hal sebagai berikut;

1. Bahwa PIHAX PERTAMA adalah Eadan Usaha Milik Negara (BUMN)yan8 bertujuan

untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebiiakan dan program

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada

khususnva di bidang pelayanan jasa POS bagi masyarakat, baik dalam maupun luar

wilayah lndonesia denSan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan

ne8ara dl bidanS kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan undang-undang'
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3. PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri satu kepada yang lain dalam suatu

Perjanjian Xerjasama dengan ketentuan dan syarat seperti yang tertuang dalam

pasal-pasal sebaSai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

YanB dimakud dengan istilah-istilah dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai

berikut:

1. Dokumen (ependudukan adalah dokumen yang berhubungan dengan

kependudukan dan pencatatan sipil seperti : Kartu Tanda Penduduk, Kartu

KeluarSa, Akta xelahiran, Akta Kematian, Kartu ldentitas Anak dll.

2. Pentambilan Dokumen Kependudukan adalah proses pengambilan Dokumen

Kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan cara datang laogsung ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Pendrlman Dokumcn (€pendudukan adalah proses pengiriman Dokumen

(ependudukan yang dikirim lewat Pos atas permintaan pemohon dengan dibebani

biaya jasa pengiriman.

4. Biaya Jasa Pertlrlman adalah biaya yang wajib dibayar oleh pemohon Dokumen

Kependudukan kepada PIHAK PERTAMA atas Jasa Pengiriman Dokumen

Kependudukan ke alamat tuiuan.

5. Petugas Pos adalah petugas dari PIHAI( PERfAMA yang melaksanakan

pengambilan dan pengembalian Dokumen (ependudukan ke Dinas (ependudukan

dan Pencatatan Sipil.

6. Resi adalah bukti pengiriman yan8 dikeluarkan oleh PIHA( PERTAMA atas

Transaksi Pengirlman Dokumen Kependudukan.

7. Surat Pos adalah surat/Dokumen Kependudukan milik PIHAX KEDUA yang dikirim

melalui layanan jasa PIHAX PERTAMA.

8. Klriman terbukukan adalah kiriman yanS data pengirimannya terekam dalam

sistem informasi Perusahaan untuk keperluan iejak lacak.

9. Pos Expr6s adalah Layanan Premium milik PT. Pos lndonesia dengan waktu

tempuh H+1.

Pasal 2

MAKSUO DAN TUJUAN

Kerjasama ini dimaksudkan dalam rangka untuk meningkatkan efektilitas dan elisiensi

proses pengurusan Dokumen Kependudukan deogan cara menggunakan jasa

pengiriman secara terbukukan dengan tuiuan pengiriman wilayah Kabupaten

Karanganyar.
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PenSiriman Dokumen Xependudukan ke alamat tuiuan melalui jasa pen8iriman (antor

Pos (aranSanyar.

Patal 4

TEXNIS PEI.AKSANAAN PER'ANJIAN

1. PIHAI( IGDUA tidak memungut biaya administrasi apapun dalam pengurusan

Dokumen Kependudukan.

2. untuk setiap transaksi pentiriman Dokumen (ependudukan, PIHAK PERTAMA

memungut biaya iasa pengiriman kepada pemohon sebesa. Rp. 10.000,- (sepuluh

ribu rupiah) untuk tujuan wilayah Kabupaten Karanganyar.

PasalS

KEHILANGAN

1. PIHAX PERTAMA bersedia menjamin dan bertanggungiawab atas kehilanSan

Dokumen Kependudukan seiak menerima dari PIHAK KEDUA sampai dengan

penSiriman ke alamat tujuan.

2. Apabila teriadi kehilanSan Dokumen Kependudukan yang meniadi tanggungjawab

PIHAK PERTAMA, maka PIHA( XEDUA bersedia menerbitkan kembali Dokumen

(ependudukan tersebut dengan syarat PIHAK PERTAMA melampirkan Surat

Laporan Kehilangan dari Kepolisian.

Pasal 7

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

(ewa.iiban dan Hak PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. KEWNIEAN PIHAK PERTAMA

a. Menyediakan petugas peogambilan dan penSembalian Dokumen

Kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

KaranBanyar.

1. PIHAK PERTAMA mengambil Dokumen Kependudukan yanS sudah iadi beserta

lampirannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

2. PIHAK PERTAMA mengentrvkan Dokumen-Dokumen (ependudukan yanS diterima

dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpada Aplikasi IPOS.

3. PIHAK PERTAMA mengirimkan dan menyampaikan Dokumen Kependudukan

kepada pemohon sesuai denBan alamat tuiuan.

Pihql P.dama Pil,lr (.d x
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b. Melakukan pengiriman Dokumen Kependudukan ke alamat tuiuan sesuai

den8an yanS tertera pada sampul.

c. Tidak memberikan dan menarik kembali Dokumen Kependudukan apabila

pemohon tidak melengkapi berkas pe.syaratan sesuai yang diminta PIHAK

KEDUA.

d. Dokumen Kependudukan yang ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada

huruf c, untuk sementara ditampung di Kantor Pos selama 2 (dua) hari.

e. Mengembalikan Dokumen Kependudukan kepada PIHAK KEDUA apabila

pemohon tidak melengkapi berkas pe.syaratan dalam jangka waktu 2 (dua)

hari sejak Dokumen Kependudukan ditarik kembali ke (antor Pos.

f. Memberikan laporan hasil pengiriman Dokumen Kependudukan kepada PIHA(

KEDUA.

2, HAI( PIHAK PERTAMA

Menerima Biaya Jasa Pengiriman atas transaksi pengiriman Dokumen

Kependudukan da.i pemohon Dokumen K€pendudukan.

Pasal 8
(EWAJIBAN DAN HAK PIHA( IGDUA

Kewajiban dan Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

1. KEWNIBAN PIHA( KEOUA

a. Menyerahkan daftar Dokumen Kependudukan yan8 akan dikirim dalam bentuk

Excel kepada PIHAK PERTAMA melalui emailatau media tercepat lainnya.

b. Menyerahkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan daftar yang dikirim
kepada PIHAK PERTAMA.

2. HAK PIHA( XEDUA

a. Menerima pengembalian Dokumen Kep€ndudukan dari PIHAX PERTAMA"

apabila pemohon tidal melengkapi berkas persyaratan sesuai dengan yang

diminta Disdukcapil.

b. Menerima laporan penSiriman Dokumen Kependudukan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJAIT'IAN KERJASAMA

1. Perianiian Xerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 {satu} tahun terhitung
sejak tanSgal 13 April2020 sampai dengan tanggal 12 April 2021.

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama

minimal 1(satu)bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

3. Perjaniian (erjasama ini dapat diakhiri sebelum janSka waktu ters€but pada ayat

(1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Xerjasama

ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya

minimal 3 (ti8a) bulan sebelumnya.
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4. Pe.janjian Kerjasama ini berakhir atau batal dentan sendirinya apabila ada

ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak

memungkinkan berlangsungnya Per.lanjian Kerjasama ini, tanpa te.ikat batas

waktu sepe.tidimaksud pada ayat 1 (satu).

5. Dalam hal Perjaniian Kerjasama ini diakhiri baik karena pe.mintaan salah satu

pihak ataupun karena sebab lain, pen8akhiran Perjanjian Keriasama tidal
mempenSaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan

terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian

Xerjasama ini.

5. Perjanjian (erjasama initetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak dalam hal

salah satu pihak mengalami pailit berdasarkan Putusan Pengadilan dan atau

merger dan atau akuisisi dan atau pen8ambilalihan dan atau privatisasi dan atau

restrukturisasi modal dan atau perubahan kepemilikan.

Pasal 10

XEADAAN MEMAKSA (FORCE MNEURE)

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK maka dapat dibuat

perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHA(.

2. keadaan memaksa (force mojeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

teriadinya hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau adanya kebiiakan

Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini.

3. Segala permasalahan yant timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa

llorce mojeure) tersebut akan diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA secara musyawarah.

Pasalll
KORESPONDENSI

Untuk kemudahan dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan

Korespondensi melalui Contact Person masing-masing pihak sebagai berikut :

PIHAr PERTAMA : Pr, POS INDONESIA (Perserol

KANTOR POS I(ARAI{GANYAR 577(x,

Up : Kepala Kantor

Alamat :Jl, Lawu no 08 karan1anya( 57772

Telp : (0271)495004

Fax :-
PIHA( KEDUA : DTNAS KEPENDUDUXAI{ DAI{ PENCATATAN SIPIL XAB.

KARAI{GANYAR

Up : Kepala Dinas xependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat :.11. Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar

Telp : (0271)49s035

Fax I lO277l4954O2

.
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1. Perjanjian Keriasama ini dan segala akibatnya termasuk penafsira. dan

pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada hukum dan peraturan

perundanB-undangan yanS berlaku di lndonesia.

2. Semua dan tiap-tiap perselisihan dan perbedaan pendapat yan8 timbul di antara

PIHA( KEDUA dan PIHA( PERTAMA di dalam melaksanakan Perjanjian l(erjasama

ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat paling lambat

dalam janglG waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja/kalende..

Apabila cara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada

ayat 2 (dua) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikan semua perselisihan dan perbedaan pendapat tersebut melalui

Pengadilan Negeri, dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili)di Kantor

Kepaniteraan Pengadilan Ne8eri Karanganyar.

3

Pasal 12

PENYEI."ESAIAN PTRSEI.ISIHAI{

Pasel 13
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1. Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian (er.iasama ini akan

diatur kemudian dalam suatu Addendum yang dibuat secara tertulis dan

ditandatanSani oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Perjanjian Kerjasama ini.

2. Surat-surat, dokumen, serta lampiran-lampiran yang berhubungan dengan

Perjanjian (eriasama ini merupakan satu kesatuan dan ba8ian yang tidak

terpisahkan dari Perianjian Kerjasama ini, dan dengan ditandatanginya Perjanjian

Kerjasama ini, maka surat-surat/dokumen yang pernah ditandatangani oleh PARA

PIHAK yanS bertentangan dengan Perianjian Ke.iasama ini atau telah teduang

dalam Perjanjian Keriasama ini dinyatakan tidak berlaku la8i.

3. Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini diantgap tidak sah, tidak

dapat dilaksanakan atau melanggar hukum untuk alasan apapun, maka Perjanjian

Kerjasama ini akan tetap berlaku sepenuhnya terlepas dari ketentuan yang

diangSap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum tersebut.

4. Judul dan istilah-istilah yang diper8unakan dalam Perjanjian Kerjasama ini

semata-mata bertujuan untuk mempermudah pemahaman atas isi Perjanjian

Keriasama ini.

S. PARA PIHAK setuju, bahwa dari waktu ke waltu akan mengambil tindakan-

tindakan tertentu dan menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya

diperlukan untuk melaksanakan dan menjalankan maksud dan tujuan dari

Perjanjian Xerjasama ini.



Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal

sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Keriasama ini, dibuat dalam

rangkap 2 (dua) yang ditaodatangani oleh Pihak-Pihak yang berwenan8 mewakili

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, di atas materai secukupnya yang masing-masing

mempunyai kekuatan hukum yanB sama.

PIHAK PERTAMA

PT. POS INDONESIA 1P€rsero)

KEDUA

NDUDUKAN DAN

K KARANGANYAR 57700

991405481 198503 2 008
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